
b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan Pergeseran 
anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu, 
pergeseran antar objek dalam jenis yang sama melalui 
persetujuan Sekretaris Daerah, pergeseran antar rincian 
objek dalam objek yang sama melalui persetujuan PPKD, 
pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang 
sama melalui persetujuan PPKD, perubahan atau pergeseran 
atas uraian dari sub rincian objek melalui persetujuan 
Pengguna Anggaran; 

c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 
31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah penyakit Mulut 
dan Kuku Serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari 
Raya Idul Adha 1443 H pada diktum kelima dinyatakan 
bahwa dalam hal pendanaan untuk pengendalian dan 
penanggulangan PMK di wilayah masing-masing belum 
tersedia dan/atau belum cukup tersedia dalam APBD, maka 
dapat dianggarkan dengan melakukan pergeseran anggaran 
dari belanja tidak terduga (BTI) kepada program, kegiatan, 
sub kegiatan terkait penanganan dan pengendalian melalui 
perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran 
APBD dan menyampaikan kepada Pimpinan DPRD; 

a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan, dalam hal 
Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum 
tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam 
RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat 
bencana, konflik sosial dan/ atau kejadian luar biasa; 

Menimbang 

GUBERNUR RIAU, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 60 TAHUN 

2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

GUBERNUR RIAU 
PERATURAN GUBERNUR RIAU 

NOMO 1 TAHUN 2022 
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5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1646); 

d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang 
Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat penyakit Mulut 
dan Kuku pada diktum keempat dinyatakan bahwa Kepala 
Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat penyakit 
mulut dan kuku untuk percepatan penanganan penyakit 
mulut dan kuku pada daerah masing-masing; 

e. bahwa Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 
653/III/2022 tentang Penetapan Status Siaga Darurat 
Bencana Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di 
Provinsi Riau Tahun 2022 perlu ditindaklanjuti; 

f. bahwa Keputusan Gubemur Riau Nomor Kpts. 
1088/VII/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana 
Akibat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth 
Disease) di Provinsi Riau perlu ditindaklanjuti; 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f 
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022; 
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MEMUTUSKAN: 
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 60 TAHUN 
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2021 Nomor 63); 

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2020 Nomor 57); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926 ); 

13. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor 4 7 Tahun 2022 ten tang Penetapan Status Keadaan 
Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 
Nomor 4); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 
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BERIT H PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 

YAMSUA
Diundangkan di Pekanb 
pada tanggal 

'SEKRETARIS D ' PROVINS! RIAU, 

Ditetapkan di Pekanbaru 
pada tanggal 

GUBERNUR RIAU, 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Provinsi Riau. 

Pasal II 

1. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan 
Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Riau 
Tahun 2022 Nomor 20) diubah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I clan Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

2. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran 
I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Gubemur Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 20) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal I 
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